SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil
Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja pada jabatan fungsional Guru perlu menetapkan
kebijakan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga
Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga
Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun
2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa
Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota
Banjarbaru.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarbaru.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
Jabatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

16. Computer...
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6. Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer yang
selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan
menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

7. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang
digunakan dalam pengadaan ASN.

8. Panitia Seleksi Daerah Kota Banjarbaru untuk Pengadaan Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk
oleh Wali Kota Banjarbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di Kota Banjarbaru.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2
ngadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
. kompetitif;
. adil;
. objektif;
. transparan;
. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;dan

f. tidak dipungut biaya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam

pe

laksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

untuk JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun
Anggaran 2022.

Pe

a.
b.

C.

d.

€.

Pasal 4

ngadaan PPPK JF Tenaga Teknis bertujuan memperoleh ASN yang:

memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
mampu  berperan  sebagai  perekat Negara = Kesatuan Republik
Indonesia;

memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan
kinerja organisasi;

memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan
jabatan; dan

memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

BAB IV...



BAB IV
KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 5

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk
melamar menjadi PPPK untuk JF Tenaga Teknis dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a.

usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu)
tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;

tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis;

memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu
yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan
yang mempersyaratkan;

sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar; dan

persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 6

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

(1)
(2)

pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah

yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;

pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas

wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang

disabilitas; dan

pernyataan sebagaimana  dimaksud dalam huruf b, dibuktikan

dengan:

1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/
Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam
menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

BAB V
PANSELDA DAN TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 7

Wali Kota membentuk Panselda.

Pembentukan Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rangka menjamin obyektifitas pengadaan PPPK sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8...



Pasal 8

(1) Panselda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh Sekretaris
Daerah.

(2) Susunan Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pengarah;

b. penganggung Jawab;
c. ketua;

d. sekretaris;

e. anggota.

(3) Penetapan susunan keanggotan Tim Panselda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 9
(1) Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran;

seleksi;

pengumuman hasil seleksi; dan
pengangkatan menjadi PPPK.

e a0 TP

(2) Tahapan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Tenaga Teknis yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan
PPPK JF Tenaga Teknis di lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Panselda wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan
setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF Tenaga Teknis kepada Menteri dan Kepala
BKN

BAB IX...



BAB IX
PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD
SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 41



